
 

 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/IYA  1 
 

DPRD Gorontalo Utara ikut bertanggung jawab terhadap defisit anggaran 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/224124/pemkab-bone-bolango-optimalkan-retribusi-objek-wisata  

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, ikut 

bertanggungjawab terhadap defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2023. 

"Yang saya pahami dari awal, defisit yang terjadi dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sudah 

diketahui oleh DPRD. Maka 25 anggota di lembaga ini wajib ikut bertanggung jawab terhadap 

defisit yang terjadi, sebab Peraturan Daerah tentang APBD merupakan produk DPRD. Saya 

pun berinisiatif mengundang secara terbuka seluruh masyarakat untuk menyaksikan 

pembahasan anggaran terkait solusi yang akan diambil oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) dalam mengatasi defisit," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, 

di Gorontalo, Selasa. 

Menurutnya rakyat diundang untuk menyaksikan, bukan ikut membahas dan melihat langsung 

jalannta rapat karen seluruh informasi seharusnya dapat diakses oleh siapa saja. 

Ia menyebut, pembahasan APBD tersebut penting dilakukan dan DPRD merasa perlu proaktif 

mengundang TAPD, mengingat kondisi defisit mungkin tidak dapat ditutupi dari beberapa 

sumber seperti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dan pendapatan asli daerah (PAD). 

 "DPRD mau membahas secara terbuka dengan pemerintah daerah yaitu TAPD, agar tidak 

terjadi salah sangka di ruang publik terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini," kata 

Hamzah. 

 

Ia menyebut, rapat yang diinisiasi DPRD sudah dua kali digelar. "Yang ketiga kali belum 

dipenuhi, itu lumrah. Mungkin pemerintah daerah sementara menggelar kegiatan penting lain. 

Nanti kita gelar lagi," kata Hamzah pula. 

DPRD wajib melakukan rasionalisasi anggaran bersama-sama sebab ikut bertanggungjawab 

dalam APBD yang memang sudah disetujui bersama sejak awal. "Kita punya niat baik bersama 

untuk segera menyelesaikan ketidaknormalan situasi ini, dengan defisit anggaran yang 

mencapai Rp38 miliar," imbuhnya. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/224124/pemkab-bone-bolango-optimalkan-retribusi-objek-wisata
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Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selaku Ketua TAPD, Suleman 

Lakoro mengatakan, pihaknya belum dapat menghadiri undangan DPRD dalam rapat 

pembahasan rasionalisasi anggaran. 

"Kami telah menyelesaikan pemetaan terkait skema menyelesaikan defisit dalam APBD 2023 

yang mencapai Rp38 miliar. Namun undangan DPRD untuk rapat yang ketiga ini belum dapat 

kami penuhi mengingat padatnya kegiatan pemerintah daerah yang memang sudah terjadwal. 

Kami mohon maaf, dan memastikan akan mengatur jadwal ulang untuk mengundang Badan 

Anggaran DPRD pada pembahasan tersebut," kata Suleman. 

Pewarta: Susanti Sako 

Editor : Debby H. Mano 

COPYRIGHT © ANTARA 2023 
 

Sumber Berita: 

1. https://gorontalo.antaranews.com/berita/224574/dprd-gorontalo-utara-ikut-

bertanggung-jawab-terhadap-defisit-anggaran [diakses pada tanggal 20 Juni 2023]. 

2. https://newsnesia.id/defisit-angggaran-solusinya-rasionalisasi/ [diakses pada tanggal 20 

Juni 2023]. 

Catatan: 

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah: 

a. Pasal 1: 

1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan; 

4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan; 
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5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

Bangunan; 

6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 

PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau 

jasa tertentu; 

7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame; 

8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 

9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara; 

10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet; 

11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota 

atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 

terdiri atas: 

1) huruf a PBB-P2; 

2) huruf b BPHTB; 

3) huruf c PBJT; 

4) huruf d Pajak Reklame; 

5) huruf e PAT; 

6) huruf f Pajak MBLB; 

7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet; 

8) huruf h Opsen PKB; dan 

9) huruf i Opsen BBNKB. 

c. pasal 5: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf 

h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; 
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2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g 

merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah 

dan surat pemberitahuan pajak terutang; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak 

daerah; dan 

5) ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib 

Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. pasal 6: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);  

2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan 

ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: 

a) huruf a potensinya kurang memadai; dan/atau 

b) huruf b Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

3) ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

e. pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas: 

1) huruf a Retribusi Jasa Umum; 

2) huruf b Retribusi Jasa Usaha; dan 

3) huruf c Retribusi Perizinan Tertentu. 

f. pasal 88: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: 

a) huruf a pelayanan kesehatan; 

b) huruf b pelayanan kebersihan; 

c) huruf c pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d) huruf d pelayanan pasar; dan 

e) huruf e pengendalian lalu lintas. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka 
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pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara 

cuma-cuma. 

g. pasal 94 menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek 

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat 

penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak 

dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan 

menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; 

h. pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam 

mempertimbangkan paling sedikit: 

1) huruf a kebijakan makroekonomi Daerah; dan 

2) huruf b potensi Pajak dan Retribusi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan 

proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD 

sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional;  

e.  laporan arus kas;  

f.  laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan. 

d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepa1a Daerah melalui sekretaris daerah paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pasal  191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

g. Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 

3. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menyeri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan 

Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, pada: 

a. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang 

selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi 

nasional yang  merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-

19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau 

stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 

b. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 

dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

c. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi 

Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah 

dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa 

pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah 

sebagai bagian dari Program PEN. 

d. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah berbasis Kegiatan yang selanjutnya 

disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. 

e. Pasal 2A yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka 

mendukung program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) untuk menutup defisit APBD;  

b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  
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c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga 

kerja dari dalam negeri/lokal;  

d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam 

negeri/lokal di Daerah; dan  

e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat 

digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. 


